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BAB V 

 KESIMPULAN  DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan   

Hasil analisis yang telah dilakukan, bahwa selama periode sepuluh tahun, yaitu 2003-

2012, anggaran pengeluaran belanja langsung pemerintahan kabupaten Tulang 

Bawang yaitu  

1. Analisis deskriptif 

Nilai anggaran pengeluaran Kabupaten Tulang Bawang pada belanja modal 

memiliki nilai minimum sebesar Rp. 60.407.733.098,00 yang terjadi pada 

tahun 2005 dan nilai maksimum sebesar Rp. 156.671.857.471,00 pada tahun 

2008. Perkembagan anggaran belanja modal kabupaten Tulang Bawang 

mengalami naik turun hal ini disebabkan pembagunan sarana dan prasarana 

yang ada di kabupeten Tulang Bawang. Pada tahun 2004 mengalami 

penurunan sebesar 19% hal ini desebabkan karena bertambahnya jumlah 

pegawai yang masuk ke daerah kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2006 

terjadi pertumbuhan 98% dikarenakan adanya program pemerintah pusat yang 

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan, hal ini 

juga tercantum dalam Permendagri 13 Tahun 2006. Pada tahun 2009 dan 2010 

terjadi penurunan 10% dan 22% dikarenakan adanya pemekaran daerah 

kabupaten Tulang Bawang menjadi 3 kabupaten (kabupaten Tulang Bawang, 
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DOB Tulang Bawang Barat dan DOB Masuji) sehingga  terjadi penurunan 

alokasi Dana Bagi Hasil.  

Anggaran belanja pegawai memiliki nilai minimum Rp. 124.154.753.685,00 

pada tahun 2003 sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 260.850.477.632,00 

yang terjadi pada tahun 2012. Perkembangan belanja pegawai di daerah 

kabupaten Tulang Bawang dilihat dari trennya meningkat hal ini disebabkan 

kebutuhan akan tenaga pegawai mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi 

pada tahun 2010 perkembangan belanja pegawai mengalami penurunan 8% 

hal ini disebabkan adanya pemekaran kabupaten baru sehingga mengurangi 

akan kebutuhan belanja pegawai. 

Nilai pertumbuhan ekonomi  daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dikaji 

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinilai dari 9 sektor 

yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan tanpa migas, sektor 

listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran, sektor transportasi dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan 

jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Sektor yang menjadi penyumbang utama 

adalah sektor pertanian, peternakan, kehutan dan perikanan dengan rata-rata 

tiap tahun 47,37% sedangkan yang penyumbang terkecil adalah sektor listrik, 

gas dan air bersih. Nilai minimum PDRB kabupaten Tulang Bawang sebesar 

Rp.2,129,602,000,000 yang terjadi pada tahun 2009 dan nilai maksimum 

sebesar Rp.4,357,683,000,000 pada tahun 2008. Apabila dilihat dari tren 

pertumbuhan PDRB kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2004 sampai tahun 
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2012 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2009 PDRB kabupaten 

Tulang Bawang mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 51% 

hal ini disebabkan oleh adanya pemekaran kabupaten Tulang Bawang menjadi 

tiga kabupaten (kabupaten Tulang Bawang, DOB Tulang Bawang Barat dan 

DOB Masuji) . 

2. Analisis regresi linier berganda 

Belanja pegawai dan belanja modal secara simultan  maupun parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi (PDRB),  hal 

ini dibuktikan dengan  : 

1. Berdasarkan koefisien regresi linier berganda belanja pegawai yang 

bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan negatif terhadap PDRB 

sedangkan belanja modal menunjukkan hubungan positif terhadap 

PDRB. 

2. Besarnya  korelasi (r = 0,774) menunjukkan bahwa variabel 

independen belanja pegawai dan belanja modal memiliki hubungan 

kuat terhadap variabel dependen PDRB. 

3. Koefisien determinasi  (R
2
) juga menunjukkan bahwa kontribusi 

variabel bebas tersebut  secara bersama–sama hanya mampu 

menjelaskan variabel terikat sebesar 0,600. Menunjukkan anggaran 

pengeluaran langsung pemerintahan kabupaten Tulang Bawang  yaitu 

belanja pegawai dan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi (PDRB) hanya sebesar 60% sedangkan sisanya 40 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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4. Nilai Fhitung sebesar 5,242 lebih besar dibandingkan dengan Ftabel 

sebesar 5,14 ini berarti hipotesis bahwa seluruh variabel independen  

belanja pegawai dan belanja modal secara bersama-sama 

mempengaruhi dependen (PDRB) diterima. Hal ini berarti variabel 

bebas pada model ini mempengaruhi variabel terikat. 

5. Hasil uji t untuk belanja pegawai thitung = -3,235 < ttabel= -2,44691 dan 

belanja modal thitung = 2,649 < ttabel= 2,44691, menunjukan bahwa 

secara parsial variabel bebas belanja pegawai dan belanja modal 

berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PDRB. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

di Kabupaten Tulang Bawang, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dengan diketahuinya pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah, di mana belanja pegawai berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja modal 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan, maka disarankan kepada 

pemerintah kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun anggaran belanja 

didalam APBD dapat memperbaiki alokasi belanja pegawai dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara mengurangi belanja 

pegawai (honorarium dan upah) dan belanja barang dan jasa (belanja 

pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa seperti perjalanan dinas) yang 

tertuang dalam belanja langsung.  
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2. Dengan mengetahui pengaruh kedua jenis belanja tersebut terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah, maka diharapkan ditemukan alokasi belanja 

yang paling ideal di masa mendatang, di mana tercipta suatu harmonisasi atau 

keseimbangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat itu sendiri. 

Dengan pemberian gaji dan penghasilan yang sesuai dan layak kepada 

pegawai negeri sipil diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, dimana masyarakat juga mendapatkan kepuasan yang maksimal 

atas pelayanan pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas, sarana dan 

prasana publik yang bermutu, yang secara umum meningkatnya kualitas hidup 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


